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BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ' TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
vang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk
membangun Integritas Aparatur Sipil Negara perlu
mengatur  pelaksanaan  pelaporan  harta  kekayaan
penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali
tentang Laporan Harta Kekavaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang .........



10.

11.

S

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor
16);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

12. Peraturan Bupati ...................



12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG LAPORAN HARTA

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penvelenggaraan negara atau pejabat publik
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja vang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah vang mempunyai tugas pokok dan fungsi
melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah Kabupaten
Boyolali.

Harta Kekavaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN
beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik
berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya vang
dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum,
selama, dan setelah memangku jabatan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara vang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara
negara di Kementerian Dalam Negeri, vang dituangkan dalam formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara vang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

9. Laporan Harta ............
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Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta
pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan vang dituangkan dalam
Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan yang
termasuk dalam kategori wajib melaporkan LHKPN,

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyvolali.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah yang selanjutnya
disingkat BKP2D adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Boyolali.

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara vang memiliki
kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.

Wajib Lapor LHKASN adalah ASN selain wajib lapor LHKPN yvang wajib
melaporkan harta kekavaannya kepada pimpinan instansi pemerintah
masing-masing dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Tim Pengelola LHKPN adalah Tim vang mengelola pelaporan LHKPN
Penyelenggara Negara yang beranggotakan dari Inspektorat Daerah dan
BKP2D,

Tim Teknis LHKASN adalah Tim yvang mengelola pelaporan LHKASN vang
beranggotakan dari Inspektorat Daerah.

BAB 11
WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1) Penyvelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib
melaporkan Harta Kekayaan.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi:

~eoo0gop

Bupati;

Wakil Bupati;

Pimpinan dan Anggota DPRD,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
Direktur Badan Usaha Milik Daerah,

(3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh PNS di Lingkungan
Pemerintah Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaporkan kepada KPK.

(5) Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati dengan tembusan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
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Pasal 3

(1) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui aplikasi wajib lapor LHKPN yvang dibuat oleh
KPK vaitu e-LHKPN.

(2) Pelaporan Harta Kekavaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
dilakukan melalui Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN yang dibuat oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia,

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

(1) Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah dan BKP2D.

(2) Inspektorat Daerah dan BKP2D sebagai Pengelola LHKPN mempunyai
tugas:

a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap
kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan
Aplikasi e-LHKPN melalui situs web www.elhkpn kpk.go.id:

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib
LHKPN kepada KPK;

c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke
dalam aplikasi e-LHKPN;

d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman
LHKPN;

e. mengatur bentuk dan jenis sanksi administratif bagi Wajib LHKPN yang
tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa
LHKPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

f. untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengumuman LHKPN
Pemerintah Daerah dapat mengaitkan tautan pengumuman dari anti
corruption clearing house KPK di situs web www.acch kpk.go.id.

Pasal 5

(1) Pada setiap awal tahun, Inspektorat Daerah dan BKP2D menvusun daftar
nama Penyelenggara Negara vang wajib menyampaikan laporan harta
kekavaannya.

(2) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Inspektorat Daerah dan BKP2D kepada Ketua KPK.

(3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


http://www.elhkpn.kpk.go.id
http://www.acch.kpk.go.id
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Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK vaitu pada
saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun; atau
¢. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, dan berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan
oleh KPK dengan tembusan Tim Pengelola LHKPN.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK
vang sekurang-kurangnya memuat:

nama,

jabatan;

instansi;

tempat dan tanggal lahir;

alamat;

identitas istri atau suami,

identitas anak;

. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekavaan vang dimiliki;

besarnya penghasilan dan pengeluaran;

surat kuasa mendapatkan data keuangan,

surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan

surat pernyataan.

mET SR S0 op

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik
negara.

{4) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam
Lampiran [l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 9

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penvelenggara Negara dalam waktu

paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan
LHKPN kepada KPK.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan
menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik
maupun non elektronik sebagai berikut:

a. media pengumuman KPK;
b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

(3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK
untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

(1) Pengelolaan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
APIP,

(2) Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan LHKASN, Inspektorat Daerah
melakukan tugas sebagai Tim Teknis LHKASN.

(3) APIP sebagai pengelola LHKASN mempunyai tugas antara lain melakukan:

a. memonitor kepatuhan penyvampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh
wajib lapor;

b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk
menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. melakukan verifikas) atas kewajaran LHKASN yvang disampaikan kepada
pimpinan instansi pemerintah;

d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan
mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

e. melakukan pemenksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi
juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran,; dan

f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan
tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada
Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12 .........
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(3)
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Pasal 12

Pada setiap akhir tahun, APIP menyampaikan laporan atas pengelolaan
LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
seluruh ASN selain pejabat wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah
Daerah,

Pasal 13

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib melaporkan
Harta Kekayaan yvang dimilikinya setiap tahun.

Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah secara resmi
dilantik menduduki atau mengakhiri jabatannya, wajib menyampaikan
LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan.

APIP sewaktu-waktu dapat meminta ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk melaporkan Harta Kekayaan vang dimilikinya.

LHKASN vang telah diterima oleh Tim Teknis LHKASN akan dilakukan
verifikasi dan monitoring.

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dilaporkan oleh masing-masing unit kerja yang kemudian
diteruskan kepada Tim Teknis LHKASN menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian
LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6,
Pasal 9, dan Pasal 13 dikenakan sanksi, antara lain:

a.

b.

Sanksi Administratif:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Peninjauan kembali terhadap:

1. pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional,
2. kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat; dan
3. hak-hak pensiun.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Setiap pegawai dan pejabat vang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan
LHKASN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan meneruskan/menyampaikan/
melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang sebagai admin unit kerja
untuk memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN.

BAB VlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati im1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Datuan 2018

BUPATI BOYOLALL, *
3T >

I’ SENO SAMODRO

Diundangkan di Bovolali

pada tanggal 2 OJamon 2018
SEK RIS DMERAH
KABUYF BAYOLALIL,

SRI INGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR |

Salinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM
YOLALL,

~

Pembina
NIP. 196604301995031002
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LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

FORMAT NASKAH LHKPN

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEXKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
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LAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR \ “wuw) 2018

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

FORMAT NASKAH PENGUMUMAN LHKPN

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Inkarts, XX KN XK
BIDANG ¢ JOOKXXCXXXKKAX
LEMBAGA : XIOOOEOOXXXX
[} DATA PRIBADI
1 Nama L ROO000COOOCOOCUOK
2 labstsn - OO OIS
3 NEx NOOOOOUOOOO0OOGCN
4 Tahun Pelgporan L RO0E00O000ON00NCK
Il DATAMARTA
A, HARTA TIDAK BERGERAK [TANAH DAN BANGUNAN) Rp.  NXXXHOOXXCONK
B. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPOUTAS| DAN MESIN) Rp.  OCOCON0CK
€ HARTA BERGERAX LAINYA Rp.  0O00000000CC
0. SUSAT BERMARGA Rp.  JOOOOOOOOOOOCK
. KAS DAN SETARA KAS Ap. 000X
F.  HARTA LAINNYA Rp.  XIOOXXXRREXXX
TOTAL HARTA (1) Rp.  XXOOOOOOONXNX
I, HUTANG
V. TOTAL MAKTA KEXAYAAN (1) Rp.  NOCOOQOOONX
Catotan :

1. Rincan harte kekoyean dalam pengumuman inl sesua’ dengon yang dilagorkan cleh Penyelenggars Nagera dan tidak dapat
dijediksn dusar oleh Penyelengzars Negara sty SEpapun Jugs untuk menyastaksn bahwa harta yang bersengeaten tidak
terkait nindak pidens

2 Peagumuman il telah ditempatkan delam medis pergurmuman resmi KPK delem rangka memfasiitasi pemenuban
ewafiban Penvelonggars Negers untuk meagumuman harts teieyaan sesual dengan Undang-Undang Nomae 23 Tahun
1993 tentang Panyalonggara Megara yang Bersin dan Bebas dari Karupsl, Kolusi dan Nepatisme.

3. Pengumuman ini tidak memarivican tands tangen karena dicetal secarz komputerises!
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BOYOLALI

FORMAT PENYAMPAIAN LHKASN
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DATA PRUBADI
T Nt b e S L _ NPww e e R eyt 7 S o At R
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uy B NGHA S LAY DA JABAT AN (PEM TAT LR e
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14) - 1%)
Lmvuw
Jakana, 20 Januan 2015
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SURAT PERNYATAAN
Yang bartanda tangan dbeysh i

Nama

No KTP

Torgat Tanggo' Lahir
Pangaaiiabatan
Alamat

NPW2

Menyataman barwa:

1 Laposn harh colaynoon sayo don kelhaoarga saya scbaga mana lanebul delem Fomull Laporsn Hana
Kocoyaan Aperofur Sipd Nogars sayn dust dengan Jemngguinys N SODSIW-DENAT Mnul e ga
kowgiban don kesadaman saye schagal Pogawal Apawlr Sipl NegeaMantan Pegawa Apwaisr S0l
Negnra setugsimana clamanatsan daam Undang Undang Repubiin xionsia Homar 30 Tehun 2002
lerang Kome Pomberantican Tindak Pldana Korvps dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 wrtew
Poamanntatan Daseah, saci perslurn peuntsng undangas yang bedaky,

2 Apatila dikemudan tan ada hatta kedayaan sara dan keluarga saye yang meniad anNQungan saya tdak
A Qponan, denl langgung jewab moral s3ya sebea Pegawa Asaratr Sipd Negara'Mantan Pegawal
Aparatur Sipt | Nogara | dengan 1l 38y Manyelaan hersads CRanansn 1axe .

3 Apania dheoalien et ada perubaiacpeiubata o (Deik DeneEnbalian P Peiar angen) feita
kemayaan saya dan keluadiga sapne, Maea a8 wall meleporhan po ubahean lerambul sesusl Oege)
hetenbuan wikum dan 1 P alur @ ain yang vy,

Damxian susl pemyangy o dhuat dan ditsndmtangan dalam remdiaan mady, bpa kanan maspun
paxsann dalam bevue oWt dan deh LappuU.

20
Yang Menyatakan

Materm
6 000




PENJELASAN PENGISIAN FORM ULIR

Dista Prbadi dis sesusi dengan honds sebeni rva

L HARTA KEMAYAAN
11 HARTA TIDAK BERGERAK {TANAH JAN BANGUNAN)

mmwwmwmmmgamnomw.mmu
bt gecak atetaphan Deldasskan NICP

12 MARTA BERGERAK (MOSIL MOTOR. DLL)

AQFAN harta selain 1502 1 den DANGUNEN SeNRrt XeGAAraan Dermoior. pecabotan emahtangga,
partacar. Gl genpan nial Barnd N perkhan Fau narg s takadan,

13 SURATY BERHARGA
Ad aish DRrta Derupe BUTAE DEMANG seoert saham reksadana, dsh yang dirila berdaserks n hage

14. UANG TUNAL DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, TAN KAS LARINYA
Dinvilas seaus! dangan niial yang erere,

1S, PIUTANG (BARANG, UANG)
Aduiah bararg atas Wng yang akan dier i d'ass yang 3k an GAtANG Derdasaran kasapaiatan

18 MUTANG
Adaish batang stau uang YBNg Natis GIDaYS! 4 TESA YANG BRAR JAING DrCREAKAn kesepakalan.

I PENGHASE AN
L 1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TARUN)
Adaan pang hasian y3n) dineroken G3N gap dat Nnanga

1.2, PENGHASE AN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PSR TAMUN)
Adash pehaskan 0 yan) dnercieh dan BUAIRN seperl Honce Namasumoer Monor KaglaanT im,

3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
Adalah pengnasian lain yang Detasal aan Kegiatar & ks jsbatan seperti pendapaan dast sewa

H4. PENGHASILAN DARE HIBAMLAINNYA
Adaioh penghasian yang berssal dar pinak lsin sepectl, warsan, pambensan, dah

iL5 PENGELUARAN (PER TAHUN)
4.1, PFENGELUARAN RUTIM
Diti dongan porkzaan penQauaran asman lea G ron Einmye sepert, baya fark, ar.
FanEROrkIs, ¢an bidya NouD AnyE
B 42 PENGELUARAN LAINNYA
Ditgl dengan perkingar Digaiuaran sohain Pengalulran alin sepent, rekaeasi, asuransi, biays
pengobataa, dst.

ABUPATl BOYOLALI,

/. SENO SAMODRO
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